
 
 
 

 
 

 
BUPATI CILACAP 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR   2   TAHUN 2019 

 

TENTANG 
 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 
DAN PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN CILACAP 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CILACAP, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengujian Kendaraan 

Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor agar 
berdayaguna dan berhasil guna, perlu adanya petunjuk 
pelaksanaan; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah 
Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap, 
menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan 

Bupati; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Cilacap tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor 

di Kabupaten Cilacap; 
 
Mengingat   :  1.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42); 
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);  

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan 

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten 
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten 

Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 

Nomor 161); 
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 134); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Cilacap 

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 157); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  PELAKSANAAN 
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DAN 
PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN 

CILACAP. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.  

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian 
Kendaraan Bermotor. 

5. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diberi tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor. 
6. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan  mekanik  

berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. 

7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik 
yang berada pada kendaraan itu. 

 



8. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau 
memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, 
kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap 

persyaratan teknis dan laik jalan. 
9. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor 

yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta 
gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. 

10. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian 
berkala kendaraan bermotor. 

11. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor orang yang memiliki tempat 

duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang 
beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

12. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat 
duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya 
lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

13. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan 
barang. 

14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 
dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 

15. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap  komponen yang  akan dihapus 

dan/atau dibesituakan dalam satuan prosentase. 
16. Numpang Uji adalah proses pelaksanaan pengujian berkala kendaraan 

bermotor yang dilaksanakan bukan pada daerah domisili kendaraan bermotor  

diregistrasi, terdiri dari numpang uji masuk dan numpang uji keluar. 
17. Mutasi Uji adalah Kendaraan wajib uji yang pindah domisilinya dari daerah 

Kabupaten Cilacap ke daerah lain atau sebaliknya. 
18. Buku uji berkala /kartu uji adalah tanda bukti lulus uji yang berisi data 

identifikasi kendaraan bermotor dan indentifikasi pemilik, spesifikasi teknis, 

hasil uji, dan masa berlaku uji. 
19. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk pelat/stiker berisi data 

mengenai nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara 
permanen pada tempat tertentu ditanda nomor kendaraan bermotor atau kaca 
bagian depan kiri bawah. 

 
BAB II 

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 

 
Bagian Kesatu 

Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
 

Pasal 2 

 
(1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas. 

(2) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(3) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

memasang papan informasi yang memuat biaya uji dan prosedur pengujian 
berkala kendaraan bermotor. 

 

Pasal 3 
 

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang akan di uji berkala wajib dibawa ke 
tempat pengujian kendaraan bermotor. 

(2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

dalam keadaan bersih dan tanpa muatan. 
 
 



(3) Kendaraan bermotor wajib uji yang tidak dapat melaksanakan uji dikarenakan 
rusak berat dan/atau tidak dapat dioperasikan, untuk menghindari sanksi 
administrasi pemilik kendaraan wajib melaporkan secara tertulis kepada Unit 

Pelaksana Teknis Daerah dengan disertai  : 
a. surat keterangan dari bengkel ; 

b. foto kondisi kendaraan. 
(4) Unit Pelaksana Teknis Daerah berhak meminta buku uji/kartu uji kendaraan 

bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 
Bagian Kedua 

Tempat Pelaksanaan Pengujian Kendaraan 

 
Pasal 4 

 
(1) Tempat pelaksanaan pengujian kendaraan dapat berupa lokasi yang bersifat 

tetap dan atau tidak tetap. 

(2) Tempat pelaksanaan Pengujian kendaraan yang bersifat tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut : 

a. terletak pada daerah yang dapat dijangkau oleh pemilik kendaraan; 
b. sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah ; 
c. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas; 

d. memiliki atau menguasai area tanah sesuai dengan kebutuhan . 
(3) Tempat pelaksanaan pengujian kendaraan yang bersifat tidak tetap 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan apabila : 

a. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas 
daerah dan/atau; 

b. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat-tempat 
tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan Uji berkala. 

 

Bagian Ketiga 
Fasilitas dan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor 

 
Pasal 5 

 

(1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor harus berupa fasilitas pada lokasi 
yang bersifat tetap. 

(2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap 

sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :  
a. bangunan gedung pengujian; 

b. bangunan gedung untuk generator set,kompresor,dan gudang; 
c. jalan keluar masuk; 
d. lapangan parkir; 

e. bangunan gedung administrasi  
f. pagar ; 

g. fasilitas penunjang untuk umum;  
h. fasilitas listrik ; 
i. lampu penerangan; 

j. pompa air. 
(3) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap 

sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) ditetapkan sebagai bangunan khusus. 

(4) Fasilitas uji berkala menggunakan unit uji keliling harus dilakukan pada 
lokasi tetap yang memiliki fasilitas sekurang kurangnya : 

a. pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata; 
b. tersedia gedung atau bangunan administrasi; 
c. dipasang papan nama yang menyatakan tempat uji berkala; 

d. dipasang papan informasi tentang jadwal pelayanan uji keliling. 
 

 

 



 
 

Pasal 6 

 
(1) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian 

statis dan peralatan pengujian keliling. 
(2) Peralatan pengujian statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

peralatan pengujian kendaraan bermotor untuk digunakan pada tempat dan 

lokasi pengujian yang bersifat tetap. 
(3) Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, meliputi : 

a. peralatan utama dan; 

b. peralatan penunjang. 
(4) Peralatan uji utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit 

meliputi : 
a. alat uji emisi gas buang ( smoke tester); 
b. alat uji kebisingan suara klakson dan atau knalpot; 

c. alat uji rem; 
d. alat uji lampu; 

e. alat uji kincup roda depan; 
f. alat uji pengukur kecepatan (speedometer tester); 
g. alat pengukur kedalaman alur ban; 

h. alat pengukur berat; 
i. alat pengukur dimensi; 
j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca. 

(5) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) huruf b meliputi : 
a. kompresor udara; 

b. generator set; 
c. peralatan bantu,antara lain : 

1) palu; 

2) senter; 
3) alat bantu uji dimensi; 

4) alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji; 
5) alat untuk mengisi,membaca,mengubah dan menghapus hasil uji pada 

buku uji/kartu uji; 

6) alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; 
7) toolkit. 

(6) Peralatan pengujian keliling yang dimasud ayat ( 1 ) harus dilengkapi peralatan 

uji kendaraan bermotor,sekurang-kurangnya meliputi : 
a. alat uji emisi gas buang; 

b. alat pengukur berat kendaraan ( axle load meter ); 
c. alat uji rem; 
d. alat uji pengukur kecepatan ( speedometer tester ); 

e. alat uji lampu; 
f. alat uji kincup roda depan; 

g. alat pengukur dimensi. 
 

Pasal 7  

 
(1) Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara 

periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan selalu dalam kondisi layak 

pakai. 
(2) Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik. 

(3) Pelaksanaan kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 
 
 

 



Bagian Keempat  
Prosedur dan Tata Cara pengujian kendaraan bermotor  

 

Paragraf 1 
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 

 
Pasal 8 

 

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi : 
a. pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk pertama kali; 
b. pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk kedua kali dan 

selanjutnya; 
c. pelayanan numpang uji keluar kendaraan  bermotor ; 

d. pelayanan permohonan numpang uji masuk kendaraan bermotor 
e. pelayanan mutasi masuk kendaraan bermotor; 
f. pelayanan mutasi keluar kendaraan bermotor ; 

g. pelayanan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor; 
h. pelayanan uji emisi kendaraan bermotor; 

i. pelayanan pengujian penggantian kartu uji hilang. 
 

Paragraf 2  

Persyaratan Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor 
 

Pasal 9 

 
Untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala pertama kali 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, pemohon mengajukan permohonan 
kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dengan dilengkapi 
persyaratan berupa dokumen : 

a. salinan/foto copy surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor; 
b. salinan/foto copy surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ( STNK ); 

c. salinan/foto copy Sertifikat Registrasi  Uji Tipe ( SRUT ) dan atau pengesahan 
rancang bangun kendaraan bermotor; 

d. salinan/foto copy Surat Keterangan Perubahan Bentuk (SKPB) dari bengkel 

karoseri tertunjuk apabila kendaraan bermotor dilakukan perubahan bentuk; 
e. salinan/foto copy surat tera tangki dan menunjukan aslinya bagi mobil barang 

berbentuk tangki  sebagai alat ukur; 

f. salinan/foto copy surat tera argometer dan menunjukan aslinya bagi mobil 
penumpang umum jenis taksi; 

g. pada saat pendaftaran pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus 
dapat menunjukkan dokumen asli; 

h. membayar biaya uji sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
Pasal 10 

 
Untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala perpanjangan 
masa  berlaku uji untuk kedua kali dan selanjutnya  sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf b, dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen : 
a. salinan / foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ); 
b. salinan/foto copy Kartu Uji; 

c. pada saat pendaftaran pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus 
dapat menunjukkan dokumen asli; 

d. salinan/foto copy surat keterangan persetujuan ijin trayek/ ijin operasi dan 
menunjukan aslinya bagi angkutan penumpang umum; 

e. salinan/foto copy surat tera argometer ; 

f. surat izin usaha angkutan bagi kendaraan umum; 
 
 

 



g. apabila kendaraan mengalami perubahan bentuk harus melengkapi Surat 
keterangan perubahan bentuk dari bengkel karoseri tertunjuk, Berita Acara 
Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraaan, kecuali untuk mengubah 

bentuk menjadi Pick Up hanya surat keterangan dari bengkel karoseri 
tertunjuk; 

h. membayar biaya uji sesuai ketentuan yang berlaku. 
 

Pasal 11 

 
Persyaratan pendaftaran numpang uji keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf c, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan bermotor dapat 
dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di 

daerah lain; 
2. Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 1 sebagai berikut : 

a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor 

sedang berada diluar daerah domisili pemilik kendaraan; 
b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan 

teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji; 
c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai 

domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam 

keadaan rusak,kalibrasi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; 
d. mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 

yang bersangkutan terdaftar; 

e. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala 
Kendaraan Bermotor yang dituju; 

f. rekomendasi numpang uji keluar dari Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan 
Bermotor hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun; 

g. salinan / foto copy Kartu uji; 

h. salianan /foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ); 
i. pada saat pendaftaran numpang uji keluar, pemilik kendaraan bermotor yang 

tidak dapat menunjukkan kartu uji berkala harus dilengkapi surat 
kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia . 

 

Pasal 12 
 

Persyaratan pendaftaran numpang uji masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf d, dilengkapi persyaratan berupa dokumen : 
a. kartu uji berkala kendaraan bermotor yang masih berlaku; 

b. salinan / foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; 
c. surat rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor dari Unit Pelaksana Uji 

Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan 

terdaftar; 
d. foto copy surat tera tangki dan menunjukan aslinya bagi mobil barang 

berbentuk tangki sebagai alat ukur. 
 

Pasal 13 

 
Persyaratan pendaftaran mutasi masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf e, meliputi : 

a. buku uji berkala kendaraan bermotor ; 
b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan menunjukan aslinya; 

c. surat rekomendasi mutasi masuk pengujian berkala kendaraan bermotor dari 
daerah asal kendaraan bermotor ; 

d. kartu induk pemeriksaan kendaraan bermotor ; 

e. foto copy surat izin trayek atau izin operasi dan menunjukan aslinya bagi 
angkutan penumpang umum ; 

f. surat izin usaha angkutan bagi kendaraan umum ; 

 



g. apabila kendaraan mengalami perubahan bentuk harus melengkapi Surat 
keterangan perubahan bentuk dari bengkel karoseri tertunjuk, Berita Acara 
Hasil Penelitian dan penilaian Fisik Kendaraaan, kecuali untuk mengubah 

bentuk menjadi Pick Up hanya surat keterangan dari bengkel karoseri tertunjuk; 
h. foto copy surat tera tangki dan menunjukan aslinya bagi mobil barang 

berbentuk tangki sebagai alat ukur ; 
i. foto copy surat tera argometer dan menunjukan aslinya bagi mobil penumpang 

umum jenis taksi. 

 
Pasal 14 

 

Persyaratan pendaftaran mutasi keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf f meliputi : 

a. kartu uji berkala ; 
b. surat keterangan fiskal antar daerah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 

yang baru; 

c. pada saat pendaftaran mutasi keluar kendaraan bermotor, pemilik kendaraan 
yang tidak dapat menujukan buku uji berkala, harus dilengkapi surat 

kehilangan dari kepolisian dan bukti pengumuman kehilangan buku uji berkala 
pada media masa. 

 

Pasal 15 
 

Persyaratan pendaftaran penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf g meliputi : 
a. surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor; 

b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 
c. foto kendaraan bermotor yang akan dilakukan penilaian kondisi teknis . 

 

Pasal 16 
 

Persyaratan pendaftaran uji emisi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf h meliputi : 
a. surat permohonan uji emisi kendaraan bermotor; 

b. foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), kecuali alat berat; 
 

Pasal 17 

 
Persyaratan pendaftaran Pengujian Penggantian Kartu uji hilang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf i meliputi : 
a. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya; 
b. membawa Surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; 
c. bukti pengumuman kehilangan bukti lulus uji berkala pada media massa 

apabila dua kali berturut-turut kehilangan bukti lulus uji berkala untuk 
identitas kendaraan yang sama. 

d. kendaraan wajib diuji ulang dan mendaftar sebagai pengujian berkala 

kendaraan bermotor untuk kedua kali dan untuk selanjutnya berdasarkan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; 

e. membayar denda kehilangan kartu uji berkala sesuai retribusi yang ditetapkan. 

 
Pasal 18 

 
Bentuk dan isi rekomendasi numpang uji keluar, rekomendasi mutasi uji keluar 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini . 

 
 
 

 



Paragraf 3 
Tata Cara Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

 

Pasal 19 
 

(1) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor akan dilayani apabila memenuhi 
persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 
12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 sesuai dengan jenis pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor yang diajukan. 
(2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Pemohon mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran uji kendaraan 

bermotor secara manual sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Bupati ini atau mendaftar secara on line; 

b. Petugas penerima formulir pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan, 
menetapkan waktu pelaksanaan uji dan menyiapkan Formulir Laporan Hasil 
Pemeriksaan Kendaraan (FLHPK) secara manual , sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini; 
c. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di loket pembayaran Bank Jateng menggunakan uang tunai atau 
non tunai yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan 
Bermotor, yang kemudian menerima Kwitansi  Pembayaran dari Bank 

Jateng, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Formulir Laporan 
Hasil Pemeriksaan Kendaraan (FLHPK); 

d. Setelah menerima Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan (FLHPK) 

pemohon membawa kendaraannya ke gedung pemeriksaan dan 
menyerahkan formulir FLHPK kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan 

kondisi teknis kendaraan; 
e. Sedangkan melalui pendaftaran secara on line dan pembayaran non tunai, 

wajib uji langsung untuk memeriksakan kendaraaanya kepada penguji; 

f. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan 
kendaraan ke dalam formulir FLHPK secara manual atau komputerisasi; 

g. Terhadap kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, 
dinyatakan lulus uji, selanjutnya diberikan tanda bukti lulus uji berupa 
kartu uji berkala, tanda uji atau stiker; 

h. Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan 
dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis 
tentang bagian – bagian kendaraan yang wajib diperbaiki serta menentukan 

waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang, apabila dalam hal perbaikan 
diberikan batas waktu selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari ; 

i. Untuk pelaksanaan pengujian ulang, pemilik kendaraan bermotor tidak 
dipungut biaya lagi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan 
sebagaimana dimaksud pada huruf h; 

j. Apabila dari pelaksanaan pengujian ulang sebagaimana dimakasud pada 
huruf h ternyata hasilnya tidak lulus uji, maka pemilik kendaraan bermotor 

tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk uji berikutnya 
dikenakan biaya uji; 

k. Apabila pemilik kendaraan bermotor tidak menerima hasil keputusan dari 

penguji dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

l. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah setelah menerima pengajuan 

permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf k, segera 
meminta penjelasan dari penguji yang bersangkutan dan dalam jangka 

waktu paling lama dua jam sejak permohonan keberatan diterima atau 
ditolaknya permohonan tersebut dengan disertai alasan; 

m. Apabila permohonan keberatan diterima, Kepada Unit Pelaksana Teknis 

segera memerintahkan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang 
dan tidak dikenakan biaya uji sepanjang tidak melebihi batas waktu 14         
(empat belas) hari; 

 



 
n. Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang 

sebagaimana dimaksud pada huruf m, hasilnya tetap dinyatakan tidak lulus 

uji, pemilik kendaraan bermotor  tidak dapat mengajukan permohonan 
keberatan dan wajib melaksanakan perbaikan kendaraan sesuai dengan 

yang telah direkomendasikan dan tidak melebihi batas waktu 14 (empat 
belas ) hari. 

(3) Alur/Mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan 
Bupati ini . 

 

Pasal 20 
 

Pemilik kendaraan bermotor wajib menjaga kendaraanya agar tidak terjadi 
perubahan spesifikasi teknis, sehingga mengakibatkan kendaraan dimaksud tidak 
sesuai lagi dengan data pada kartu uji berkala atau surat keterangan lulus uji dan 

Surat Nomor Kendaraan Bemotor. 
 

Bagian Kelima 
Kartu Uji Berkala, Tanda Uji Berkala dan Kartu Induk Pemeriksaan 

 

Paragraf 1 
Kartu Uji Berkala dan Tanda Uji Berkala  

 

Pasal 21 
 

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus pemeriksaan teknis 
dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor  diberikan bukti lulus uji berkala 
kendaraan bermotor. 

(2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji 
dan tanda uji ( stiker). 

(3) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat 
pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk 
mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. 

(4) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh 
Indonesia. 

(5) Kartu uji dan tanda uji masa berlakunya selama 6 ( enam ) bulan. 

 
Pasal 22 

 
(1) Kartu uji berkala sebagaimana dimasud dalam Pasal 21 ayat (2) paling sedikit 

memuat data mengenai : 

a. Nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe; 
b. Foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang kendaraan 

bermotor; 
c. Nomor uji kendaraan; 
d. Nama pemilik; 

e. Alamat pemilik; 
f. Merek dan tipe; 
g. Jenis; 

h. Tahun pembuatan atau perakitan; 
i. Isi silinder; 

j. Daya motor penggerak; 
k. Nomor rangka landasan kendaraan bermotor; 
l. Berat kosong kendaraan ; 

m. Konfigurasi sumbu roda; 
n. Ukuran ban; 
o. Kelas jalan terendah yang boleh dilalui; 

p. Ukuran utama kendaraan; 



q. Daya angkut; 
r. Masa berlaku hasil uji; 
s. Bahan bakar yang digunakan; 

t. Hasil uji; 
u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; 

v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; 
(2) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kartu pintar atau 

bentuk lain. 

 
Pasal 23 

 

Masa berlaku kartu uji dinyatakan tidak berlaku dan atau dicabut apabila : 
a. melakukan perubahan dan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas 

kartu uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 
b. terjadi perubahan teknis, kecelakaan maupun hal – hal yang secara objektif 

menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat – syarat teknis yang 

ditentukan. 
 

Pasal 24 
 

(1) Tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) berupa stiker atau 

bentuk lain. 
(2) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada kaca depan sisi kiri 

bawah bagian dalam. 

(3) Untuk kereta gandengan dan kereta tempelan, stiker sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditempel pada sisi sebelah kanan bagian depan. 

(4) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat 
keterangan mengenai : 
a. Nomor kendaraan; 

b. JBI dan/atau JBKI; 
c. Daya angkut orang dan barang; 

d. Masa berlaku uji kendaraan; 
e. Muatan sumbu terberat. 

 

Pasal 25 
 

Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan dan spesifikasi teknis kartu uji 

dan tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Direktur 
Jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. 

 
Paragraf 2 

Kartu Induk Pemeriksaan 

 
Pasal 26 

 

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus memiliki Kartu Induk Pemeriksaan. 

(2) Kartu induk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang 

data teknis dan administrasi kendaraan bermotor. 

(3) Untuk mempermudah proses penyimpanan kartu induk pemeriksaan dibedakan 
berdasarkan jenis kendaraan sebagai berikut:  

a. mobil penumpang berwarna hijau dan berukuran 33 cm x21 cm; 
b. mobil bus berwarna merah dan berukuran 33 cm x 21 cm; 
c. mobil barang dan kendaraan khusus berwarna kuning berukuran 33 cm x 21 

cm ; 
d. kereta gandengan dan kereta tempelan , berwarna putih dan berukuran 33 

cm x 21 cm. 

(4) Bentuk dan isi Kartu Induk Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. 



 
 
 

BAB III 
PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR  

 
Pasal 27 

 

(1) Setiap instansi, Badan Hukum Milik Negara dapat mengajukan permohonan 
kondisi teknis kendaraan. 

(2) Penilaian kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk keperluan pelelangan/penghapusan kendaraan milik Dinas / 
Instansi/Lembaga. 

 
Pasal 28 

 

(1) Permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor diajukan oleh 
pemilik/pemegang/kuasa kendaraan kepada Kepala Dinas Perhubungan 

dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
ini. 

(2) Permohonan penilaian kondisi teknis ditolak apabila persyaratan administrasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi. 
(3) Setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terpenuhi petugas penguji melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan dan 

hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penilaian kondisi teknis 
kendaraan. 

(4) Bentuk dan isi berita acara hasil penilaian kondisi teknis kendaraan 
sebagaimana dimaksud  pada  ayat (3) sebagaimana tercantum dalam   
Lampiran VI Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB IV 
TENAGA PENGUJI 

 

Pasal 29 
 

(1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang 

telah memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara 
berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi 

teknis penguji yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat 
Kementerian Perhubungan; 

(2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikelompokan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung 
jawab secara berjenjang. 

Pasal 30 
 

Dalam rangka pelaksanaan pengujian kendaraan, tenaga penguji mempunyai 

wewenang : 
a. melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; 
b. melakukan penelitian dan/atau penetapan lulus uji atau tidak lulus uji; 

c. menandatangani bukti  lulus uji; 
d. menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji ; 

e. memerintahkan uji ulang kepada pemilik kendaraan yang tidak memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan; 

f. membuat penilaian teknis kendaraan yang akan dihapus dan/atau dilelang. 

 
 
 

 



 
BAB V   

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

 
Pasal 31 

 
Dinas berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor . 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 32 

 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cilacap 
Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan 

Bermotor dan Penilaian Teknis Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 33 
 

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 
 

Pasal 34 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 

 
 

 Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal  2 Januari 2019 

 
BUPATI CILACAP, 

 

ttd 
 

TATTO SUWARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal   2 Januari 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP, 
 

ttd 
 

FARID MA’RUF 

 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 2  



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR      2     TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK  PELAKSANAAN 

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN 
BERMOTOR  DAN PENILAIAN 
TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR DI 

KABUPATEN CILACAP 

 

1. REKOMENDASI/PERSETUJUAN NUMPANG UJI KELUAR 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. SURAT KETERANGAN MUTASI UJI KELUAR 

 

  
 

 Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal 2 Januari 2019 

 

BUPATI CILACAP, 
 

ttd 

 
TATTO SUWARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal   2 Januari 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP, 
 

ttd 

 
FARID MA’RUF 

 

 

 



 
LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI CILACAP 

NOMOR     2   TAHUN 2019 
TENTANG 

PETUNJUK  PELAKSANAAN PENGUJIAN 
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR  DAN 
PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN 

BERMOTOR DI KABUPATEN CILACAP 
 

 

 Ditetapkan di Cilacap 

pada tanggal 2 Januari 2019 
 

BUPATI CILACAP, 
 

ttd 

 
TATTO SUWARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal   2 Januari 2019 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN CILACAP, 

 
ttd 

 
FARID MA’RUF 

 

 

 

 

  

 

  

1. Ujikan segera sebelum masa uji kir berakhir 

2. Untuk menghindari sanksi administrasi segera 

Laporkan dan ajukan permohonan apabila kendaraan 

Bermotor dalam keadaan rusak / tidak beroperasi 



LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR      2    TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK  PELAKSANAAN PENGUJIAN 

BERKALA KENDARAAN BERMOTOR  DAN 
PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN 
BERMOTOR DI KABUPATEN CILACAP 

 

 

 Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal 2 Januari 2019 

BUPATI CILACAP, 
 

ttd 
 

TATTO SUWARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal   2 Januari 2019 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN CILACAP, 

ttd 
 

FARID MA’RUF 

 

 

 

 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR    2     TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK  PELAKSANAAN 

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN 
BERMOTOR  DAN PENILAIAN TEKNIS 
KENDARAAN BERMOTOR DI 

KABUPATEN CILACAP 

 

MEKANISME PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

 

 Ditetapkan di Cilacap 

pada tanggal 2 Januari 2019 
BUPATI CILACAP, 

 
ttd 

 

TATTO SUWARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 
pada tanggal   2 Januari 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN CILACAP, 

ttd 

 
FARID MA’RUF 

 

 



 LAMPIRAN V 
PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR    2    TAHUN 2019 

TENTANG 
PETUNJUK  PELAKSANAAN PENGUJIAN 

BERKALA KENDARAAN BERMOTOR  DAN 
PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR 
DI KABUPATEN CILACAP 

 
 

BENTUK DAN ISI KARTU INDUK PEMERIKSAAN 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal  

BUPATI CILACAP, 
 

 
 

TATTO SUWARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal    
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP, 
 

 
 

FARID MA’RUF 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR    2   TAHUN 2019 

TENTANG 

PETUNJUK  PELAKSANAAN 

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN 
BERMOTOR  DAN PENILAIAN TEKNIS 
KENDARAAN BERMOTOR DI 

KABUPATEN CILACAP 

 
BENTUK DAN ISI BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KONDISI TEKNIS 

KENDARAAN 

 

 Ditetapkan di Cilacap 
pada tanggal 2 Januari 2019 

BUPATI CILACAP, 
 

ttd 
 

TATTO SUWARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal   2 Januari 2019 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN CILACAP, 

 
ttd 

 
FARID MA’RUF 

 



 


